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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja 

(LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Satu. Maka, untuk memenuhi kewajiban 

dan menjawab segala harapan serta tantangan di masa yang akan datang, dengan ini kami 

sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Satu. 

 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap 

instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan 

anggaran. 

 

Semoga hal ini berfungsi sebagai feedback untuk meningkatkan kinerja di 

lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu secara bertahap dan berkesinambungan. 

 
 
 

 
Jakarta, 30 Januari  2025 

 

Kepala KPP Pratama Jakarta 
Menteng Satu, 

 

 
 
 
 
 

Ditandatangani secara elektronik 
 

Mokhamad Taufik Agus Susilo 
NIP 19690918 199503 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, sektor perpajakan memberikan peran 

yang cukup besar dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal 

Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan 

program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari 

sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus 

digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan. 
 

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Satu bertugas mengamankan 

penerimaan pajak sebesar Rp 1,055,365,330,000,-. Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi 

sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya 

transparansi ke arah terciptanya good governance, serta dapat digunakan sebagai umpan balik 

untuk meningkatkan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu secara bertahap 

dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP 

Pratama Jakarta Menteng Satu yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 

1,055,365,330,000,- yang mana dari rencana penerimaan tersebut dapat direalisasikan sebesar 

100,23% atau Rp1.057.792.669.984,-. 
 

Tantangan yang luar biasa di tahun 2024, tetapi tugas dan amanah KPP Pratama 

Jakarta Menteng Satu harus tetap dijalankan. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 

100,23% dari target 100% tersebut, selain karena hasil kinerja KPP Pratama Jakarta Menteng 

Satu, juga tidak lepas dari dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban 

perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari 

tingkat pusat hingga kantor wilayah serta dukungan pihak lainnya. 
 

Untuk  terus meningkatkan  pencapaian  penerimaan  pajak  tersebut,  perlu  didukung 

dengan adanya peningkatan kuantitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah 

administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna 

mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Langkah-langkah yang telah diambil KPP 

Pratama Jakarta Menteng Satu, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem informasi 

di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui in house 

training/diklat, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor serta pelatihan internal 

secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. 

 

Kepala KPP Pratama 
Jakarta Menteng Satu, 

 

 
 
 
 
  
 Ditandatangani secara elektronik 

Mokhamad Taufik Agus Susilo 
NIP 19690918 199503 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 
 

Latar Belakang 
 

 
 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jakarta Menteng Satu adalah instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor  184/PMK.01/2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu memiliki profil sebagai berikut : 

 

 
A.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

1.  Tugas 

KPP Pratama Jakarta Menteng Satu mengemban tugas melaksanakan 

pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah   dan   Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.  Fungsi 

Dalam    melaksanakan    tugasnya,    KPP    Pratama    Jakarta    Menteng    Satu 

menyelenggarakan fungsi : 

1)  Menetapkan  rencana  pengamanan  penerimaan  pajak  berdasarkan  potensi 

pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan 

pajak tahun lalu. 

2) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka 

intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

3)  Menetapkan  STP,  SKPKB,  SKPKBT,  SKPLB,  SKPN,  SKKPP,  Pbk,  SKB, 

SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya. 

4)  Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan 

potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 

5)  Menjamin  terlaksananya  pengolahan  data  wajib  pajak  guna  menyajikan 

informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain. 

6)  Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
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7)  Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan 

tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPn BM untuk mengetahui tingkat 

kepatuhan WP serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak. 

8) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan (kempos). 

9)  Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak 

(Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak Sederhana Lapangan/Kantor) 

dan daftar wajib pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna 

memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terhutang. 

10) Menetapkan surat himbauan kepada wajib pajak berdasarkan hasil penelitian 

formal/penelitian material atasSPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa 

PPN/PPn BM. 

11) Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, 

Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas 

penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan. 

12) Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/ 

pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

13) Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh 

KPP lain, Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP serta instansi lain guna memberikan 

informasi perpajakan yang akurat. 

14) Menjamin  penatausahaan  penerimaan  pajak  dan  pemberian  restitusi  serta 

permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan netto KPP. 

15) Menjamin   penatausahaan   piutang   pajak   dan    penagihan    pajak   atas 
 

WP/penanggung pajak. 
 

16) Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah 

tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPP. 

17) Menjamin  pelaksanaan  pengawasan,  bimbingan  dan  pemberian  konsultasi 

terhadap WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas 

proses administrasi perpajakan. 

18) Menetapkan usulan angka kredit pejabat fungsional (fungsional penilai PBB dan 

fungsional pemeriksa pajak). 

19) Menetapkan   tanggapan   Surat   Hasil   Pemeriksaan   (SHP)/Laporan   Hasil 
 

Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.
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20) Menjamin tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kanwil 

 

DJP. 
 

21) Menetapkan   surat   pengantar   laporan   pemantauan   pengendalian   intern, 

pengolahan/manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di 

lingkungan KPP dan menetapkan tindak lanjut rekomendasi dari hasil 

pemantauan pengelolaan/manajemen risiko. 

22) Mengoordinasikan penyusunan kontrak kinerja di lingkungan KPP. 
 

23) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja organisasi di lingkungan KPP. 
 

24) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan KPP. 
 

25) Menetapkan NKP (Nilai Kinerja Pegawai) lingkup KPP. 
 

26) Menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 
 

27) Menetapkan Laporan dan Rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di 

lingkungan KPP. 

28) Menetapkan laporan berkala KPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

29) Mengarahkan   pegawai   untuk   meningkatkan   efisiensi,   produktifitas,   dan 

profesionalisme di KPP. 

30) Menyetujui  konsep  Rencana  Strategis  (Renstra),  Rencana  Kerja  Tahunan 

(RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, 

Penetapan Kinerja, dan LAKIP Kanwil DJP. 

31) Menelaah penyusunan tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas 
 

Fungsional. 
 

32) Menyetujui usulan pengembangan atau penyempurnaan Standard Operating 

Procedures (SOP) di KPP yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu. 
 
 

3.  Struktur Organisasi 

Organisasi KPP Pratama Jakarta Menteng Satu adalah sebagai berikut : 

 
a.    Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 

b.    Seksi Penjaminan Kualitas Data 

c.    Seksi Pelayanan 

d.    Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 

e.    Seksi Pengawasan I 

f.     Seksi Pengawasan II 

g.    Seksi Pengawasan III 

h.    Seksi Pengawasan IV 

i.     Seksi Pengawasan V
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j.     Seksi Pengawasan VI 

k.    Kelompok Jabatan Fungsional 
 
 

Sumber Daya Manusia : 

Dalam pencapaian mandat tersebut, KPP Pratama Jakarta Menteng Satu didukung 

oleh pegawai (SDM) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pegawai, dengan 

penempatan pegawai telah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi. 

Susunan pegawai di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu adalah sebagai berikut : 
 

 

B E R DA S A R K A N G E N D E R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L A K I - L A K I                                                P E R E M P U A N 
 
 

 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 

16 
14 

11 
 

6 
 

SMA                    D I                     D III                     S1                      S2
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 
 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan   strategis instansi 

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan 

global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, 

kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai Rencana Strategis DJP Tahun 2020- 

2024, maka KPP Pratama Jakarta Menteng Satu dalam menyusun visi, misi, dan renstranya 

mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

Rencana Strategis 
 

 
 

1.  Pernyataan Visi dan Penjelasannya 

Visi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, adalah: 

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan 

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, 

Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangkamendukung Visi Kementerian Keuangan: 

ñMenjadi Pengelola Keuangan Negara untuk MewujudkanPerekonomian Indonesia 

yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilanò. 
 

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP 

Pratama Jakarta Menteng Satu dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan 

negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra 

dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP  

mendapatkan  kepercayaan tinggi  menyelenggarakan  administrasi  perpajakan untuk 

memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis 

teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efsien. 

Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan 

pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak 

berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk 

Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, 

serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, 

penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa 

pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, 

kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.
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2.   Pernyataan Misi dan Penjelasannya 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan 

kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara 

yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang 

efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM 

yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi DJP adalah: 

 

a.  merumuskan   regulasi   perpajakan   yang   mendukung   pertumbuhan   ekonomi 

Indonesia; 

b.  meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, sertapenegakan hukum yang adil; dan 

c.   mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang 

adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yangberintegritas, profesional, dan 

bermotivasi. 
 

 

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai wujud 

dukungan terhadap peningkatanpertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan 

perumusan regulasi yangselaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui 

alur layananyang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. 

Selainitu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun 

bagipetugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikansemua 

aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung denganteknologi, 

proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan 

bermotivasi adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang 

pembiayaan pemerintah. Peran tersebut dijalankan melalui sistem administrasi 

perpajakan yang efesien dan efektif berbasis teknologi modern. Sistem administrasi 

tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat 

secara optimal dengan penuh integritas, kompetensi, dan profesionalisme. 

 

3.  Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada Nilai-Nilai 
 

Kementerian Keuangan sebagai berikut: 
 

a.         Integritas 
Bekerja, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

b.        Profesionalisme 
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

c.        Sinergi 
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif 
serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk 
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
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d.        Pelayanan 
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang 

dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 

Kesempurnaan 

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan 

memberikan yang terbaik. 

Nilai-nilai tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia DJP dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Diharapkan seluruh jajaran DJP menjunjung 

tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat 

diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya untuk memudahkan DJP dalam 

mencapai visi dan misinya. 
 

4.  Tujuan 

Tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: 
 

a.  Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 

b.  Penerimaan negara yang optimal; dan 

c.   Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efsien. 
 

Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta 

Menteng Satu memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut : 
 

a.  Mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 2024 
 

b. Meningkatkan kemampuan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu dalam 

penguasaan teknologi dan penggalian potensi pajak. 
 

c.  Meningkatkan citra aparat pajak dengan meningkatkan moral dan integritas aparat 

pajak dan mengubah sikap penguasa menjadi sikap abdi masyarakat. 
 

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah: 
 

a.  Mewujudkan sistem self assessment yang mantap. 
 

b.  Menopang tercapainya tax ratio, tax coverage ratio dan compliance ratio yang 

cukup tinggi. 
 

c.   Mewujudkan terbentuknya pelayanan prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi 

kepuasan pelanggan dan peningkatan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak 

dan kewajibannya. 

 
5.  Sasaran 

Dalam rangka mencapai tujuan DJP, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang 

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 ï 2024 

sebagai berikut: 

 

a.  Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fskal yang sehat 

dan berkelanjutan adalah kebijakan fIskal yang ekspansif dan konsolidatif. 

b.  Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang 

optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
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c.   Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik 

yang agile, efektif, dan efisien adalah: 

1)  Organisasi dan SDM yang optimal. 

2)  Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. 

3)  Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 

Rencana Kinerja 

Rencana kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu telah dilakukan 

dengan menggunakan metode Balance Score Card (BSC). Metode BSC digunakan sebagai 

instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu yang 

dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang 

dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/(IKU) dan 

targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal 

dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Jakarta Menteng Satu harus menjadi acuan 

sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 

dalam Sasaran Strategis (SS), Tujuan Strategis ini dipetakan dalam peta strategis. 
 

Balance Score Card (BSC) yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 

menerapkan empat perspektif, yaitu : Stakeholder Perspective, Customer Perspective, 

Internal Process Perspective, dan Learning & Growth Perspective. Dari 4 (empat) perspektif 

tersebut kemudian diuraikan ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut: 
 

1.    Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 
 

2.    Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 
 

3.    Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 
 

4.    Edukasi dan pelayanan yang efektif 
 

5.    Pengawasan pembayaran masa yang efektif 
 

6.    Pengujian kepatuhan material yang efektif 
 

7.    Penegakan hukum yang efektif 
 

8.    Data dan Informasi yang berkualitas 
 

9.    Pengelolaan SDM yang adaptif 
 

10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
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Adapun addendum perjanjian kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Menteng Satu dengan nomor PK-13A/WPJ.06/2024 tanggal 2 September 2024 

sebagai berikut : 
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BAB III AKUNTABILITAS 

KINERJA 

 
 
 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 18% 45% 45% 70% 70% 100% 100% 

Realisasi 21,12% 47,30% 47,30 71,81% 71,81% 100,23% 100,23% 

Capaian 117,33 105,11 105,11 102,59 102,59 100,23 100,23 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta 

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. 
 

 

Å   Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 
(SPMKP),  Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga  (SPMIB),  dan  Surat  Perintah 
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, 
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) 
Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target 
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang- 
undangan lainnya tentang APBN,  atau besaran lain  yang  ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang 
didistribusikan  ke masing-masing  Kanwil  DJP,  yang  ditetapkan  melalui  Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP 
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala 
Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP 
lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di 
KPP baru. 

Å   Formula IKU 
 

 

Reali sasi  peneri maan  pajak 

Target  peneri maan  pajak 

 

 
 

x 100%
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Å   Realisasi IKU 

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 
 

Realisasi s.d 31 Desember 
 

No 
 

Kelompok Pajak 
 

Target 2024 
 

2023 
 

2024 
Growth 2023 

(%) 

Growth 2024 

(%) 

Pencapaian 

2024 (%) 

1 PPh NON MIGAS 567,187,290,000 497,876,746,847 608,558,175,510 3.9 22.23 107.29 

2 PPh MIGAS 0 -1,457,172 47,250 -114.83 103.24 0 

3 PPN dan PPnBM 487,397,716,000 440,079,366,721 448,454,870,633 -10.01 1.9 92.01 

4 PBB dan BPHTB 0 -560,205,308 -5,042,393 0 99.1 0 

5 Pajak Lainnya 780,324,000 705,168,631 784,618,984 -23.84 11.27 100.55 

 1,055,365,330,000 938,099,619,719 1,057,792,669,984 -3.25 12.71 100.23% 

 
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 

Rp1.057.792.669.984 dengan capaian sebesar 100,23% dari target yang ditetapkan Kantor 

Wilayah DJP Jakarta Pusat pada ND-3576/WPJ.06/2024 tanggal 31 Desember 

2024 sebesar 1.055.365.330.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 12,71%, lebih 

baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -3,25%. 

 
Realisasi penerimaan per jenis pajak tahun 2024



 

 

 

 
 

URAIAN. 

 
TARGET 

PENERIM AAN TAHUN BERJALAN  
NETTO LALU 

 
PENCAPAIAN 

 
PERTUM BUHAN 

M PN BRUTO SPM KP NETTO 

A. Pajak Penghasilan 567,187,290,000 364,290,128,311 615,991,961,278 7,433,738,518 608,558,222,760 497,875,289,675 107.29 22.23 

1. PPh NON MIGAS 567,187,290,000 364,290,081,061 615,991,914,028 7,433,738,518 608,558,175,510 497,876,746,847 107.29 22.23 

1.1 PPh Pasal 21 205,777,680,000 114,163,720,617 337,566,007,235 0 337,566,007,235 277,518,248,313 164.04 21.64 

1.2 PPh Pasal 22 23,055,966,000 20,845,885,247 25,296,815,824 0 25,296,815,824 33,988,182,096 109.72 -25.57 

1.3 PPh Pasal 22 Impor 7,087,248,000 13,873,758,407 13,873,758,407 0 13,873,758,407 7,956,454,617 195.76 74.37 

1.4 PPh Pasal 23 84,014,187,000 28,935,458,235 43,738,548,975 0 43,738,548,975 46,733,490,098 52.06 -6.41 

1.5 PPh Pasal 25/29 OP 10,659,481,000 12,617,367,333 12,620,949,309 19,902,058 12,601,047,251 14,420,426,140 118.21 -12.62 

1.6 PPh Pasal 25/29 Badan 47,108,823,000 69,747,237,127 70,150,752,077 6,640,660,582 63,510,091,495 32,156,662,460 134.82 97.5 

1.7 PPh Pasal 26 2,831,499,000 7,379,801,249 7,250,540,028 771,813,810 6,478,726,218 5,748,755,785 228.81 12.7 

1.8 PPh Final 186,652,406,000 96,622,602,161 105,390,291,488 1,362,068 105,388,929,420 79,354,527,338 56.46 32.81 

1.9 PPh Fiskal Luar Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10 PPh Non Migas Lainnya 0 104,250,685 104,250,685 0 104,250,685 0 0 0 

2. PPh MIGAS 0 47,250 47,250 0 47,250 -1,457,172 0 103.24 

2.1 PPh Minyak Bumi 0 0 0 0 0 -1,457,172 0 100 

2.2 PPh Gas Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 PPh Gas Alam Lainnya 0 47,250 47,250 0 47,250 0 0 0 

B. PPN dan PPnBM 487,397,716,000 282,103,772,496 466,748,046,744 18,293,176,111 448,454,870,633 440,079,366,721 92.01 1.9 

1. PPN Dalam Negeri 429,679,224,000 243,780,641,136 429,212,199,268 18,293,176,111 410,919,023,157 401,165,399,162 95.63 2.43 

2. PPN Impor 57,554,360,000 35,974,897,646 35,974,897,646 0 35,974,897,646 37,546,601,682 62.51 -4.19 

3. PPnBM Dalam Negeri 158,158,000 878,943,456 91,659,572 0 91,659,572 11,288,855 57.95 711.95 

4. PPnBM Impor 0 1,469,290,258 1,469,290,258 0 1,469,290,258 0 0 0 

5. PPN Lainnya 5,974,000 0 0 0 0 29,149,454 0 -100 

6. PPnBM Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. PPN DN DTP 0 0 0 0 0 1,326,927,568 0 -100 

8. PPNBM DTP 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. PBB dan BPHTB 0 0 -5,042,393 0 -5,042,393 -560,205,308 0 99.1 

1. Pendapatan PBB 0 0 0 0 0 -560,205,308 0 100 

a. PBB Perdesaan 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. PBB Perkotaan 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. PBB Perkebunan 0 0 0 0 0 -445,193,292 0 100 

d. PBB Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 

e. PBB Pertambangan Minerba 0 0 -5,042,393 0 -5,042,393 -115,012,016 0 95.62 

f. PBB Migas 0 0 0 0 0 0 0 0 

g. PBB Pertambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 

h. PBB lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pendapatan BPHTB 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Pendapatan PPh DTP 0 0 0 0 0 376,907,487 0 -100 

1. PPh Pasal 21 0 0 0 0 0 306,850,047 0 -100 

2. PPh Pasal 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. PPh pasal 22 Impor 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. PPh Pasal 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. PPh Pasal 25/29 OP 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. PPh Pasal 25/29 Badan 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. PPh Pasal 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. PPh Final 0 0 0 0 0 70,057,440 0 -100 

9. PPh Non Migas lainnya DTP 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH D 0 0 0 0 0 376,907,487 0 -100 

E. Pajak Lainnya 780,324,000 784,618,984 784,618,984 0 784,618,984 705,168,631 100.55 11.27 

1. Bea Meterai 7,752,000 416,000 416,000 0 416,000 30,301,000 5.37 -98.63 

2. Penjualan Benda Meterai 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. PTLL 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Bunga Penagihan PPh 13,035,000 784,202,984 784,202,984 0 784,202,984 674,867,631 6,016.13 16.2 

5. Bunga Penagihan PPN 759,537,000 0 0 0 0 0 0 0 

6. Bunga Penagihan PPnBM 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Bunga Penagihan PTLL 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. PIB 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. PPN Batu Bara 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH (A + B + C + D + E) 1,055,365,330,000 647,178,519,791 1,083,519,584,613 25,726,914,629 1,057,792,669,984 938,476,527,206 100.23 12.71 
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Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Kontribusi penerimaan terbesar 

adalah penerimaan pajak dari jenis pph non migas dengan capaian 107,29% dengan 

penopang terbesar adalah PPh Pasal 21 dengan realisasi Rp337.566.007.235 dan capaian 

sebesar 164.04% serta pertumbuhan mencapai 21.64%. 

 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

90,13% 107,75% 161,15% 106,23% 100,23% 

 

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 

100,23%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian 

nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, 

penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain 

itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu 

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan 

PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang 

mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU 

Tahun 2024 
 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

 

 
100% 

 

 
- 

 

 
100% 

 

 
100,23% 

Tercapainya   target   IKU   Persentase   realisasi   penerimaan   pajak   menggambarkan 

pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi 

membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya: 

1.  Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor; 

2.  Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif; 

3.  Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian 

tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE; 

4.  Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan 

5.  Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.
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4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

 
 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak 

 

100% 
 

100% 
 

100,23% 

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang 

telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan 

positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 

di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan 

kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 

10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja 

PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, 

kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.
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IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas 

 
 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 90,57 99,37 99,37 103,60 103,60 100,61 100,61 

Capaian 90,57 99,37 99,37 103,60 103,60 100,61 100,61 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan 

regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; 

Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di 

bidang perpajakan. 
 

 

Å   Definisi IKU 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri 
dari 2 komponen, yaitu: 
1)  Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua 
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; 
serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian 
masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah 
pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu 
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 
100 persen. 

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah 
pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 
persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah 
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi 
penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah 
realisasi  penerimaan  pajak  bruto  nasional  tahun  berjalan  (t)  dibagi  dengan  realisasi 
penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui 
Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, 
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual,  ditambah  Pemindahbukuan  (Pbk) 
Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada 
suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil 
DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran 
oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut: 
a.  Realisasi   pertumbuhan   penerimaan   pajak   bruto   unit   kerja   asal   merupakan 

perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, 
dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib
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Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja 
tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau 
mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait; 

b.  Realisasi  pertumbuhan  penerimaan  pajak  bruto   unit   kerja  tujuan  merupakan 
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu 
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, 
dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib 
Pajak yang mulai terdaftar  sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai 
berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode. 

 
2)  Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi 
dengan  realisasi  dari  penerimaan.  Penerimaan  meliputi  penerimaan  perpajakan 
termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan 
penerimaan pembiayaan. 

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) 
kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok 
keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM 
menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan 
pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. 
Penerimaan Kas 

a)  Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal 
dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

b)  Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal 
dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. 
Perencanaan  penerimaan  kas  dinyatakan  akurat  apabila  standard  deviasi  antara 
realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu Ò 
8%. 
Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas 
(penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing. 

 
Å   Formula IKU 

 
Indeks reali sasi per tu mbu han pener imaan pajak  brut o dan deviasi proyeks i perencanaan pener imaan kas = 

(50% x indeks capaian Persentase reali sasi per tu mbu han pener imaan pajak  brut o) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi aku rasi 

perencanaan pener imaan kas) 

 

 
Å   Realisasi IKU 

IKU Pertumbuhan Bruto 
 
 
 
 
 

 
IKU Deviasi Perencanaan Kas 

 

 
 
 
 
 

Realisai IKU Pertumbuhan Bruto 2024 mencapai 111,21% sedangkan realisasi IKU 
Deviasai Perencanaan Kas mencapai 90%. Sehingga, realiasi secara keseluruhan 
mencapai 100,61.
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2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan kas 

90% 111,41% 120% 106,61 100,61 

 

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas sudah baik. Dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan, namun 
apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan kas 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

100,61 

 

Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin 
menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai 
dengan akhir Desember 2024 diantaranya: 
1)  Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan 
2)  Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM. 

 
4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan 

kas 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

100,61 

 

Capaian pertumbuhan bruto sampai akhor Desember 2024 mencapai 111.21% dengan 
nominal sebesar 1.083.519.584.613. Sedangkan Deviasai Perencanaan Kas mencapai 90% 
dengan realisasi penerimaan sebesar 1.057.792.669.984. Sehingga realisasi Indeks realisasi
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pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 2024 mencapai 
100,61. 

 
 
 
 

IKU   Persentase   realisasi   penerimaan   pajak   dari   kegiatan   Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

 

 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 18% 45% 45% 70% 70% 100% 100% 

Realisasi 20,44% 47,47% 47,47% 73,20% 73,20% 99,93% 99,93% 

Capaian 113,56 105,49 105,49 104,57 104,57 99,93 99,93 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik 
secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang 
optimal 

 
Å   Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota 
dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan 
Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan 
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah 
diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur 
Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 
dari  Kegiatan  Pengawasan  Pembayaran  Masa  (PPM)  dan  Persentase  Realisasi 
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak 
hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat 
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal 
Pajak. 

Å   Formula IKU 
 
 

 
Å   Realisasi IKU 

 

 
Reali sasi peneri maan pajak  dari kegiatan PPM 

Target  peneri maan pajak  dari kegiat an PPM 

 
 
x 100%

 
Unit Kerja 

PPM 

Target Realisasi Realisasi IKU % Trajectory % Capaian IKU % 

 021 - PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU 990.540.529.000 989.890.253.420 99.93% 100.00% 99.93% 

 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp989.890.253.420 atau 
mencapai 99.93%. 

 
2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya
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Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Mas 

(PPM) 

- 106,74% 164,76% 112,55% 99,93% 

 

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi 
tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 mencapai 112,55% sedangkan di tahun 2024 hanya 
mencapai 99,93%. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase realisas 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

99,93 

 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 
Masa (PPM) pada tahun 2024 belum maksimal. Beberapa hal yang melatarbelakangi belum 
tercapainya iku ini antara lain sebagai berikut: 
Capaian IKU ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2024 yang sebesar 99.93%. KPP 
Pratama Jakarta Menteng Satu telah melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU 
penerimaan  pajak,  antara  lain  dengan  melakukan  himbauan  pemenuhan  kewajiban 
perpajakan di awal Tahun, dan memperbanyak sosialisasi perpajakan untuk wajib pajak. KPP 
Pratama Jakarta Menteng Satu juga telah menyusun Rencana Aksi Mitigasi Risiko untuk 
tahun 2024. 

 
4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak dar 

kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

99,93% 

 

Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 
2024 belum mencapai target. Realisasi di tahun 2024 mencapai 99,93%.
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IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi 

 

 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisasi 59,36% 101,34% 101,34% 104,12% 104,12% 105,08% 105,08% 

Capaian 98,93 120 120 115,69 115,69 105,08 105,08 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan 
baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak 
yang optimal 

 

 
 

Å   Definisi IKU 
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan 

dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 
2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 
menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; 

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 
bagian tahun pajak, yang meliputi: 

a. SPT 1771 dan SPT 1771$  yang dilaporkan oleh Badan; 
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 

 
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT 

adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang 
Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 
2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan 
SPT Tahunan PPh). 

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan 
status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan 
SPT  Tahunan  PPh,  tidak  termasuk:  bendahara,  joint  operation,  cabang/lokasi,  WP 
berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK- 
9/PMK.03/2018,  WP  Non  Efektif,  dan  sejenis  lainnya  yang  dikecualikan  atau  tidak 
mempunyai   kewajiban   menyampaikan   SPT   Tahunan   PPh,   dengan   detil   kriteria 
sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. 

kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 
ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian 
SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah 
sebagai berikut: 

a)  atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib 
SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
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b)  atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib 
SPT, diberikan pembobotan 1 
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil 

ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah 
WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan 
SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan 
Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan 
Penilaian. 

 
Å   Formula IKU 

 
 
 
 
 

 
Å  Realisasi IKU 

-    WP Strategis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    WP Kewilayahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-    Realisasi Gabungan (Strategis & Kewilayahan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Target Tepat Lapor Terlambat Realisasi IKU 

Strategis 426 365 57 116.20% 

Wilayah 4518 3271 775 104.03% 

Total 4944 3636 832 105.08% 
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Realisasi tingkat kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Strategis sebesar 116.20%, 
sedangkan realisasi tingkat kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 
104.03%. sehingga realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT unit kerja sebesar 
105.08%. 

 
2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 
capaian tingkat 
kepatuhan 
penyampaian SPT 
Tahunan PPh 
Wajib Pajak Bada 
dan Orang Pribadi 

- 89,40% 102,63% 93,21% 105,08% 

 

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mencapai 105,08%. Hal ini mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan membaiknya capaian kepatuhan 
SPT Wajib Pajak, maka hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan 
wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Satu sudah meningkat. 

 
 
 
 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 
Material (PKM) 

 

 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 32,72% 45,51% 45,51% 56,75% 56,75% 104,75% 104,75% 

Capaian 120 91,02 91,02 75,67 75,67 104,75 104,75 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut 
analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak 
sebelum tahun pajak berjalan. 

 
Å   Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 
beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas 
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan 
Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan 
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah 
diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur



Lapor an Kinerja  KPP Pratama Jakarta Menteng Satu Tahun 2024 

51 

 

 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase realisas 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan Material 

(PKM) 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

99,93 

 

 

 
Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 
dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak 
hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat 
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal 
Pajak. 

Å   Formula IKU 
 
 

 
Å   Realisasi IKU 

 

 
Reali sasi  peneri maan pajak  dari  kegiat an PKM 

Target  peneri maan pajak  dari  kegiatan PKM 

 
 
x 100%

 
Unit Kerja 

PKM 

Target Realisasi Realisasi IKU % Trajectory % Capaian IKU % 

 021 - PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU 64.824.801.000 67.902.416.564 104.75% 100.00% 104.75% 

Realisasi IKU  Persentase realisasi penerimaan pajak  dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 mencapai Rp67.902.416.564 dari target 
Rp64.824.801.000 dengan capaian 104,75%. 

 
2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan paja 

dari kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan 

Material (PKM) 

- 121,13% 119,67% 56,22% 104,75% 

 

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 sudah baik karena telah melampaui 
target dengan capaian 104,75%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 
mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian kinerja penerimaan pajak ini tidak 
terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan 
ekonomi di berbagai sektor. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024
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Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin 
menguat. 

 
4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak dar 

kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material 

(PKM) 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

104,75% 

 

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan 
akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan 
kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. 

 
 
 
 

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

 
1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 
 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

Realisasi 51,70% 60,27% 60,27% 87,88% 87,88% 88,80% 88,80% 

Capaian 120 120 120 120 120 120 120 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan 
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak 
terhadap   masalah-masalah   perpajakan.   Pelayanan   yang   profesional,   tepercaya, 
transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

 
Å   Definisi IKU 

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi 
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non 
pemerintah. 

 
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk 
menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 
1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
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Sub IKU Kegiatan 

 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan 
edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan 
melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 
30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan 
MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan 
dalam capaian IKU. 

Rasio  kegiatan  penyuluhan  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  realisasi 
kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. 
Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat  diakui sebagai realisasi adalah  maksimal 
sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh 
masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai 
yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. 
Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, 
wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian 
jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT 
mandiri. 

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi 
perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite 
kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. 

 
Sub IKU Perubahan Perilaku 
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut. 
1. Perubahan Perilaku Pelaporan 
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang 
disampaikan. 
2. Perubahan Perilaku Pembayaran 
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo; 
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

 
Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan 
dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024 

 
Å   Formula IKU 

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Peri laku  Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Peri laku  

Bayar)} 

 
Å   Realisasi IKU
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Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase perubaha 

perilaku lapor dan 

bayar atas kegiatan 

edukasi dan 

penyuluhan 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

 
Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan tahun 2024 mencapai 88,80% dari target 74% dengan capaian 120. 

 

 
 
 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja  lima tahun 
sebelumnya 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

perubahan 

perilaku lapor 

dan bayar atas 

kegiatan edukas 

dan penyuluhan 

- - - 84% 88% 

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 sudah baik karena telah melampaui target dengan 
capaian 88%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 
84%. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU 
Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

perubahan perilaku 

lapor dan bayar ata 

kegiatan edukasi da 

penyuluhan 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional
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IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 5% 10% 10% 15% 15% 85% 100% 

Realisasi 95,25% 12,47% 12,47% 18,00% 18,81% 110,69% 110,69% 

Capaian 120 110,69 110,69 120 120 110,69 110,69 
 

 
 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan 
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak 
terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, 
transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

 
Å   Definisi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam   pencapaian 
Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal 
Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei 
dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei 
adalah Laporan Hasil Survei. 

 
Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja 
vertikal sebagai berikut. 
1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang 
diberikan oleh KPP. 
2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang 
dilakukan oleh KPP. 
3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil 
DJP. 

 
Kuesioner  survei  berasal  dari  Direktorat  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan 
Masyarakat. 
Selain  survei  yang  dilaksanakan  oleh  unit  kerja  vertikal,  Kantor  Pusat  DJP  melalui 
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak 
surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan 
Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 
Survei tersebut mengukur: 
1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; 
2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 
3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. 

 
Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan 
survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan 
pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
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Å   Formula IKU  
 
I ndeks Hasil Su rvei

 
 

Å   Realisasi IKU 
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Triwulan I 2024 
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Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Triwulan II 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Triwulan III 2024 

 
 

 

 
 
 
 

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Triwulan IV 2024
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Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 

sebesar 110,69% dari target 100% dengan capaian 110,69. 

 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

- 83,13 88,71 81,19 110,69% 

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mengalami 

peningkatan di tahun 2024 sebesar 110,69 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 81,19. 

Pelayanan kepada stakeholder khususnya Wajib Pajak sangat membantu dan puas. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan realisasi capaian IKU Indeks kepuasan 

pelayanan dan efektivitas penyuluhan. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU 

Tahun 2024



Lapor an Kinerja  KPP Pratama Jakarta Menteng Satu Tahun 2024 

59 

 

 

 

 
Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

 

 

100% 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

110,69% 

Tercapainya target IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 

sebesar 110,69%, menggambarkan pelayanan di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu 

kepada stakeholder khususnya Wajib Pajak sangat membantu dan puas. 

 
4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas Penyuluha 

 
100% 

 
100% 

 
110,69% 

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 telah 

mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan pelayanan di KPP 

Pratama Jakarta Menteng Satu kepada stakeholder khususnya Wajib Pajak sangat membantu 

dan puas. 

 
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa 

 
1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 

 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 83,47% 102,50% 102,50% 106,26% 106,26% 117,19% 117,19% 

Capaian 92,74 113,89 113,89 118,07 118,07 120 120 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan 
ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak 
meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal 

 
Å   Definisi IKU 

Pengawasan  Pembayaran  Masa adalah  serangkaian  kegiatan  pengawasan  terhadap 
penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan 
aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). 
Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi: 
a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan 
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). 

 
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan 
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian 
Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun 
Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. 

 
1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
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a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase 
perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah 
Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. 

 
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, 
dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis 
data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, 
yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang 
diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. 

 
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah: 
Å jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 

pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 
Å atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak 

Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk 
STP Tahunan; 

Å atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah 
disampaikan SPT-nya 

 
Å dan/atau atas   keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi 

pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan nominal sanksi 
minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. 

 
c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, 

dan IV adalah atas 
Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan 
terakhir pada tiap 
periode triwulan, yaitu: 

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; 
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 
- triwulan IV: sampai dengan bulan November. 

 
d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif 

STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana 
dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

 
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis): 
a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas 
realisasi Kuantitas 
Penelitian dan Kualitas Penelitian; 
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah 
Wajib Pajak yang 
Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian; 
c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib 
Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) 
dan data lainnya; 
d. Daftar  Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 
25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau 
kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun 
berjalan, dan/atau akibat lainnya; 
e. Kepala Kantor Wilayah  DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai 

data lainnya;
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f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian  merupakan Wajib Pajak yang 
dilakukan 
penelitian kenaikan  angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian 

(LHPt); 
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut 
Kenaikan Angsuran 

dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan; 
h.  Jumlah  Tindak  Lanjut  Kenaikan  Angsuran  merupakan  Jumlah  Wajib  Pajak  yang 
menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya 
Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan 
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan 
angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan. 

 
Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan 
komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 
40% untuk Kuantitas Penelitian; 
60% untuk Kualitas Penelitian; 
Dalam  hal  tidak  terdapat  target  angka  mutlak  pada  komponen  Kualitas  Penelitian 
(penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen 
Kuantitas Penelitian. 

 
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis): 
a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas 
realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; 
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian 
Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian 
Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan; 
c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); 
d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada 
Triwulan I, II, dan 

III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan 
sampai dengan sebelum 

bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: 
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; 
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya 
diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September. 
e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh 
kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli 
tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative; 
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); 
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun 
berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan; 
h.  Jumlah  LHP2DK  tahun  berjalan  yang  diterbitkan  adalah  realisasi  Laporan  Hasil 
Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang 
diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-; 
i.  Jumlah  Target  angka  LHP2DK  Tahun  Berjalan  adalah  Jumlah  data  pemicu  yang 
diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d; 
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota 
Dinas Kantor Pusat DJP;
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Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan 
komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 
60% untuk Kuantitas Penelitian; 
40% untuk Kualitas Penelitian; 

 
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut Í 
0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 
menggunakan bobot sebagaimana berikut: 
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan; 
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25; 
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; 
Dalam  hal  tidak  terdapat  target  angka  mutlak  pada  salah  satu  komponen  tersebut 
(penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa 
WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki 
target angka mutlak. 
Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka 
penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 
menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. 

 
Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian 
kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan 
tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo 
penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

 
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah 
penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, 
Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut 
Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

 
1.Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti: 
a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase 
perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah 
Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. 
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, 
dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis 
data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, 
yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang 
diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat; 

 
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah: 
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 

pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober 

tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP 
Tahunan; 

- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah 
disampaikan SPT-nya dan/atau atas  keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan 
SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; 

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. 
 

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan 
IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan 
sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: 
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
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- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; 
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 
- triwulan IV: sampai dengan bulan November. 

 

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah: 
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan 
sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan 
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud pada huruf b. 

 
e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP 
yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti 
seluruhnya. 

 
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi: 
a.  Persentase  Penambahan  Wajib  Pajak  Hasil  Ekstensifikasi  mencakup  Capaian 
Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak; 

 
b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan 
Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE  non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot 
tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. 

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil 
tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak 
terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif 
pada saat pengukuran 

 
c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak 
lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib 
Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran; 

 
d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan 
Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat 
DJP. 

 
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan: 
a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas 
realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; 

 
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data 
Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data 
Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan; 

 
c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); 

 
d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada 
Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun 
berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: 
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan 
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; 
Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya 
diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
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e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait 
yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai 
dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account 
Representative; 

 
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt); 

 
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil 
Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang 
diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data 
dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan; 

 
h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan 
yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian. 

 
i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang 
diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d; 

 
j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota 
Dinas Kantor Pusat DJP. 

 
Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan 
komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 
- 60% untuk Kuantitas Penelitian; 
- 40% untuk Kualitas Penelitian. 

 
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut Í 
0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut: 
-   30%   untuk   Persentase   Persentase   Daftar   Nominatif   STP   yang   Seharusnya 
Ditindaklanjuti; 
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi; 
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; 
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut 
= 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang 
memiliki target angka mutlak. 
Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka 
penghitungan   realisasi   Persentase   Pengawasan   Pembayaran  Masa   WP   Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target 
angka mutlak. 

 
Å   Formula IKU 

 
 

Persentase 

pengawasan                 = 

pembayaran masa 

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib  Pajak  St rategis) 

+ 

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib  Pajak  Lainn ya 

(Berbasis Kewil ayahan))
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Persentase 

pengawasan                 
= 

pembayaran masa 
Wajib  Pajak  St rategis  

 
 
 
 
 
 
 

Persentase 

pengawasan  

pembayaran masa       
= 

Wajib  Pajak  Lainn ya 

(Berbasis  

Kewil ayahan) 

 
 
 

Å   Realisasi IKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 
sebesar 117,19% dengan capaian 120.
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2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

 
 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

- 100% 98,70% 112,52% 117,19% 

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 
sudah baik karena telah melampaui target dengan capaian 117,19%. Apabila dibandingkan 
dengan  tahun  sebelumnya,  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Capaian  kinerja 
pengawasan pembayaran masa ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu 
mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU 

Tahun 2024 
 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

 
100% 

 
- 

 
100% 

 
117,19% 

 

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan 
pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. 

 
4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

 
100% 

 
100% 

 
117,19% 

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 
mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak 
utama yang mengalami pertumbuhan positif.
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IKU   Persentase   penyelesaian   permintaan   penjelasan   atas   data   dan/atau 
keterangan 

 
1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 

 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 59,12% 109,62% 109,62% 119,31% 119,31% 117.67% 117,67% 

Capaian 59,12 109,62 109,62 119,31 119,31 117,67 117,67 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan 
probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan 
Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 

 
Å   Definisi IKU 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan 
pengawasan  atas  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pemenuhan  kewajiban 
perpajakannya. 

 
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: 
1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 
50%); dan 
2.   Permintaan   penjelasan   atas   data   dan/atau   keterangan   Wajib   Pajak   Lainnya 
(Kewilayahan) (Bobot 50%). 

 
I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis 
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu 
kegiatan  pengawasan  atas  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pemenuhan 
kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 
dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan 
atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan 
Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak 
Strategis. 

 
Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan 
(DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. 

 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib 
Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen: 
A. Komponen Penelitian (40%) 
B. Komponen Tindak Lanjut (60%) 

 
A. Komponen Penelitian 
Komponen  Penelitian  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  bobot  Laporan  Hasil 
Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas 
data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak 
Strategis.
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Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak 
yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. 
B. Komponen Tindak Lanjut 
Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian 
penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka 
mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak 
Strategis. 

 
Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis 
adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian 
komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam 
SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk 
DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan 
realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-
09/PJ.2023; dan 

 
Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 
2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun 
pajak 2019 sampai dengan 2022. 

 
Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka 
mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. 

 
LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 
1. Dalam Pengawasan; 
2. Usulan pemeriksaan; 
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan. 

 
LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 
diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 
1. Usulan pemeriksaan; 
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan. 

 
II.   Permintaan   penjelasan   atas   data   dan/atau   keterangan   Wajib   Pajak   Lainnya 
(Kewilayahan) 
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan 
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan 
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP 
Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-
05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang 
telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, 
dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih 
sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. 
Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas 
Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret 
sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa  penetapan Ò  90  hari  
yang  ditindaklanjuti  tanpa  penerbitan  SP2DK  diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan 
pada Manual IKU ini. 

 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib 
Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:
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A. Komponen Kuantitas (40%) 
B. Komponen Kualitas (60%) 

 

A. Komponen Kuantitas 
Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas 
Daftar  Prioritas  Pengawasan  (DPP)  (50%)  dan  Capaian  Tindak  Lanjut  atas  SP2DK 
Outstanding (50%). 

 
Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak 
Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan: 
1.  jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu  penyelesaian  LHP2DK,  dengan 
ketentuan: 
a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan 
SP2DK mendapat bobot 1,2; 
b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 
tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan 
c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan 
SP2DK mendapat bobot 0,8. 
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan 
daluwarsa penetapan Ò 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt 
dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan 
data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 
1. 

 
Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan: 
1. DPP tahun berjalan; dan 
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 
namun belum diterbitkan LHP2DK. 

 

 
 

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan 
Nota Dinas KPDJP. 

 
B. Komponen Kualitas 
Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas 
DPP  dan  Tindak  Lanjut  atas  SP2DK  Outstanding  berdasarkan  rekomendasi  yang 
dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. 

 
Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut 
atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan: 
1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai 
berikut: 
a.   dalam   pengawasan   dengan   realisasi   pembayaran   menggunakan   pembobotan 
berdasarkan kriteria tertentu; 
b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, 
dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir 
LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing 
diberikan bobot 1,2 yaitu: 
1) pemeriksaan khusus data konkret; 
2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan 
satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP. 
c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh 
Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
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2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret 
SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan Ò 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan 
SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 
1,2. 

 
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak 
Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. 

 
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan 
Nota Dinas KPDJP. 

 
Å   Formula IKU 

 
 

 
(50% x Persentase penyelesaian permintaa n penjelasan ata s dat a dan/ ata u  keterangan Wajib  Pajak  St r at egis) 

Persenta se penyelesaian                                                                 
+

 

permintaa n penjelasan ata s dat a                           =                     
(50% x Persenta se penyelesaian permintaa n penjelasan ata s dat a dan/ ata u  keterangan Wajib  Pajak  Lainn ya 

dan/ atau  keterangan                                                                     
(Berbasis Kewil ayahan)) 

Persenta se penyelesaian  

permintaa n penjelasan ata s dat a                           
=                     

(40% x Capaian Peneli t ian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut ) 
dan/ ata u  keterangan Wajib  Pajak  

St r at egis  

Maks imal 120 % 

 
 

Capaian Peneli t ian (Maks 120 % ) 

 
Ju mlah Bobot LHPt Wajib  Pajak  Strat egis sesua i DPP 202 4  

x 100 % 

Target  Angka Mut lak  LHPt Wajib  Pajak  St r at egis  

Maks imal 120 % 

 
Capaian Tindak Lanju t  (Maks 

120 % ) 

 
Ju mlah Bobot Reali sasi LHP2DK Wajib  Pajak  St rat egis  

 

 
x 100 % 

 
Target  Angka Mut lak  LHP2DK Wajib  Pajak  St r at egis  

Maks imal 120 % 

 
Persenta se penyelesaian  

permintaa n penjelasan ata s dat a                           
=                     

(40% x Capaian Kua nt itas) + (60% x Capaian Kua li ta s) 
dan/ ata u  keterangan WP Lainn ya 

(Berbasis Kewil ayahan) 

Maks imal 120 % 

Capaian Kua nt itas (Maks 120 % ) (50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Out sta nding) 

Capaian Kua li ta s 
Reali sasi LHP2DK WP Lainn ya (Berbasis Kewil ayahan) secara kua li ta s 

x 100 % 
Target  LHP2DK WP Lainn ya (Berbasis Kewil ayahan) secara Kua li ta s 
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Å   Realisasi IKU 
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2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 
 

 
 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas 

data dan/atau 

keterangan 

- 120% 120% 120% 117,67% 

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan tahun 2024 mencapai 117,67%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

capaian tahun 2023. 
 
 
 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU 

Tahun 2024 
 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas dat 

dan/atau keteranga 

 
 
 

100% 

 
 
 

- 

 
 
 

100% 

 
 
 

109,62% 

Tercapainya  target  IKU  Persentase  penyelesaian  permintaan  penjelasan  atas  data 
dan/atau keterangan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.
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4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan penjelasa 

atas data dan/atau 

keterangan 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

109,62% 

Tercapainya  target  IKU  Persentase  penyelesaian  permintaan  penjelasan  atas  data 
dan/atau keterangan sebesar 117,67% dari target 100% dengan capaian 117,67. 

 
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

 
1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 

           T/R   Q1   Q2   S1   Q3   s.d.Q3   Q4   Y   

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Realisasi 
88.66 

% 
115.43 

% 
115.43 

% 
117.28 

% 
117.28 

% 
120.00 

% 

 

120.00% 

Capaian 88.66 115.43 115.43 117.28 117.28 120.00 120.00 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, 

dan  probis  yang mumpuni,  yang  dapat  dengan  mudah  dan  cepat  mendeteksi 

ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan 

sukarela. 
 
 
 
 
 
 

Å   Definisi IKU 
 

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) 

komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari 

masing-masing komponen sebagai berikut: 
 

1. Pemanfaatan Data STP 
 

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara 
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar 
Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. 

 
a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu: 
1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 
pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; 
2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 
2020 hingga 2022 (STP Tahunan); 
3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang 
telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas   keterlambatan pembayaran
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yang  tidak  disampaikan  SPT-nya  bagi  pembayaran  yang  tidak  diwajibkan 
adanya penyampaian SPT; 
4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor 
Pusat DJP. 
5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat 
melalui aplikasi Approweb 
6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan 
I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi 
sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: 

 
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; 
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 
- triwulan IV: sampai dengan bulan November. 

 
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar 
Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai 
target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) 
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui 
sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. 
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. 
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung 
N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data 
Matching. 
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase 
Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat 
DJP. 

 
2. Pemanfaatan Data Matching 

 

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan 

adalah jumlah WP yang : 
 

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 
2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); 
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak) 
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb 
pada tahun 2024; 
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 
2024; 
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak 
dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. 

 
b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan 

yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu 

dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari: 
 

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt; 
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan 
atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; 
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR 
sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan 
salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa 
WP sedang diperiksa);

mailto:pemicu@pajak.go.id
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- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah 
mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan 
salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa 
WP sedang dibukper). 

 
c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor 
pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024. 
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. 
e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen 
Data Matching dihitung N/A 
Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%. 

 

 
 

Å      Formula IKU 
 

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pemanfaaatan Data STP : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pemanfaatan Data Matching : 
 

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account 

Representative di KPPé) 
 

 
 

 
 
 

Å   Realisasi IKU : 
 

 

 
Unit Ker ja 

Pemanfaatan Data STP Pemanfaatan Data Matching Persentase 

 
Capaian IKU  

 
%emanfaatan Dat  

Target  Reali sasi Persentase 

 
STP %  

Target  Reali sasi Persentase 

 
Data Matching  

Dafnom STP 

 
Target STP 

 
Dafnom 

Selain 

 
Dafnom 

 
Total  

 
Nominal STP 

 
Data Pemicu 

rget Data Matchi  

 
0% Data Pemic 

Ditindaklanj uti  

 
AR 

Di tindaklanj uti  

 
WP 

a b c d e f g h = (d atau f)/c i  j  k l  m = (k+l)/j  n = (f+k)/2 

080 - K ANTOR WI LAYAH  30.458 30.462 36.116 11.15 47.192 341.108.548.422 120.00%  22.73 17.995 2.688 20.288 119.86%  119.93%  

021 - PRATA MA JAKARTA 1.112 1.112 1.245 873 2.118 5.229.284.718 120.00% 419 324 97 364 120.00% 120.00% 

mailto:pemicu@pajak.go.id
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Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar 

120%. 
 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya. 

 

 
 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

pemanfaatan 

data selain 

tahun berjalan 

- - - 121,12% 120,00% 

 

 

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 

2024 mencapai 120% , dalam hal tersebut angka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 121,12%. 
 
 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 

 
 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

pemanfaatan 

data selain 

tahun berjalan 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
100% 

 

 
120% 

 

 

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

menggambarkan bahwa Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data 

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi 

ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
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4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase 

pemanfaatan data 

selain tahun berjalan 

 
100% 

 
- 

 
120 % 

 
 
 
 

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
 
 
 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 99.13% 120.00% 120.00% 105.43% 105.43% 114.24% 114.24% 

Capaian 99.13 114.24 114.24 105.43 105.43 114.24 114.24 
 

 
 
 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan 

probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan 

Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 
 

Å   Definisi IKU 
 

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka 

memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 

tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan 

ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target 

PKM Pemeriksaan. 
 

Å    Formula IKU 
 

"Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku 
pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaanôô
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Å   Realisasi IKU : 
 

 
S.D Q4 

 
NO                      KODE_IKU  DE_KANWKODE_UNI MA_KANWNAMA_KPPPERIODE               

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)
 

 

 
 
KOMPONEN 2 (BOBOT 40%) 

 
KOMPONEN 3 (BOBOT 30%) 

REALISAS 

I IKU 

KKWP 

(GABUNG 

AN)

POIN     REALISASI    TARGET     CAPAIAN   APOR KINERJA UNIT PER FUNGSREALISASI   TARGET     CAPAIAN  REALISASI    TARGET     CAPAIAN 

P  NGAWASAMERIKSAAENAGIHAN 

77                        06c-N               080             021       KANTOR WPRATAMA TW_IV                  4.80    120.00%     100.00%     120.00%       83.37%       82.00%       88.07%       84.48%       80.00%    105.60%  1341.36%       55.00%    120.00%     114.24% 
 

 
 
 

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu tahun 2024 sebesar 114,24% , hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan yang 

didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni 

dapat meningkatkan efektifitas dalam hal pengawasan kepatuhan wajib pajak di KPP. 
 
 

 
2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 
 

 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 

Efektivitas 

pengelolaan 

Komite 

Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP 

tepat waktu 

- - - - 114,24% 

 

 

Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu pada tahun 2024 sebesar 114,24%. 
 

3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 

 
 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 
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Efektivitas 

pengelolaan 

Komite 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

KPP tepat 

waktu 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
114,24% 

 

 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Efektivitas 
pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib 
Pajak KPP tepat 
waktu 

 

 
100% 

 

 
- 

 

 
114,24 % 

 

 
 

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 62.94% 68.63% 68.63% 113.35% 113.35% 120.00% 120.00% 

Capaian 62.94 68.63 68.63 113.35 113.35 120.00 120.00 
 

 
 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya 
hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, 
memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. 

 
 
 
 
 

Å   Definisi IKU 
 

 
 

"Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai 

SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui 

dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian 

pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan 

dengan nilai restitusi.
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Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian 

penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. 
 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: 

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan 

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian. 
 

 
 

Å   Formula IKU 
 

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat 

Waktu adalah sebagai berikut: 
 
 
 

Reali sasi Persen tase Penyelesaian Penil aian Tepat Wak tu  per  Tri wu lan 

Trajectory Persen tase Penyelesaian Penil aian Tepat Wak tu  per  Tri wu lan 

 
*) Capaian maksimal 120 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian: 
 

 
 

(Capaian Persen tase Penyelesaian  Pen ilaian x 60%) 

+ 

(Capaian Persen tase Penyelesaian  Pen ilaian Tepat  Wakt u  x 40%) 

 
Keterangan:  Capaian tiap variabel d itetapkan maksimal  120 % 

 

 
 
 

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah 

sebagai berikut: 

 
Reali sasi Komponen Tin gkat Efek tivitas Penil aian 

Trajectory Komponen Tin gkat  Efek tivitas Penil aian (100 % ) 

 
*) Capaian maksimal 120 % 

 

 

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
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(Capaian Komponen Tingkat  Efekti vit as Pemerik saan  x 60%) 

+ 

(Capaian Komponen Tingkat  Efekti vit as Pen ilaian x 40%) 

 
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal  120 % 

 
 
 
 
 

 
Å   Realisasi IKU : 

 

 Q4       
TINGKAT EFEKTIVITAS  PEMERIKSAAN  

        NAMA VARIABEL BOBOT TARGET REALISASI CAPAIAN*  CAPAIAN X BOBOT  
        1 Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP 15.00% 75.00% 87.76% 117.01% 17.55%  2 Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan 25.00% 100.00% 111.52% 111.52% 27.88%  3 Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 30.00% 100.00% 83.75% 83.75% 25.13%  4 Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 25.00% 75.00% 104.95% 120.00% 30.00%  5 Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi 5.00% 70.00% 61.11% 87.30% 4.37%  Realisasi IKU     104.92%  *Max 120%     80.00%  Capaian IKU Pemeriksaan dengan bobot 80%     131.15% max 120% 

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU) 120.00%      *Max 120%        

 
 
 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya. 

 

 
 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat 

Efektivitas 

Pemeriksaan 

dan Penilaian 

92,97% 103,54% 95,31% 98,75% 114,24% 

 

 
 
 

3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 
 
 
 

 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 
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Tingkat 

Efektivitas 

Pemeriksaan 

dan Penilaian 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

120% 

 

 
 
 
 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan dan 

Penilaian 

 
100% 

 
- 

 
120 % 

 

 
 

IKU Tingkat efektivitas penagihan 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75% 

Realisasi 31.20% 65.76% 65.76% 97.50% 97.50% 152.68% 152.68% 

Capaian 120.00 120.00 120 120.00 120.00 120.00 120.00 

 
Å       Deskripsi Sasaran Strategis 

 
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, 
upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara 
objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong 
kepatuhan WP. 

 

 
 

Å       Definisi IKU 
 

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
 

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat 

efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: 
 

1. Variabel tindakan penagihan (50%); 
 

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); 
 

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)."
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Å       Formula IKU 

 
 
 

(50 % x Var iabel Tin dak an Penagihan)  + 

(20 % x Var iabel Tin dak  Lanju t  DSPC) + 

(30 % x Var iabel Pencairan DSPC) 

 

 

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan 
 

Var iabel Tin daka n  

Pen agih an  

= (Bobot  Sura t  Teguran x Persen tase Reali sasi Su ra t  Teguran ) + (Bobot  Sura t  Paksa x Persen tase Reali sasi Sura t 

Paksa) + (Bobot  Pemb lok i ran x Persen tase Reali sasi Pemb lok iran ) + (Bobot  Penyitaan x Persen tase Reali sasi 

Penyitaan) + (Bobot  Penj ualan Bara ng Sitaan x Persen tase Reali sasi Penj ualan Bara ng Sitaan)

 

 
 
 

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC 
 

Var iabel Tind ak  

Lanju t  DSPC 

=                   Reali sasi t ind ak  lan ju t  DSPC 
x 100 % 

Target  t ind ak  lan ju t  DSPC 

 
3. Formula Variabel Pencairan DSPC 

 
Var iabel Pencairan  

DSPC 

=                    Reali sasi pencairan  DSPC 
x 100 % 

Target  pencairan  DSPC 

 
 
 
 
 

 
Å   Realisasi IKU : 

 
S.D Q3         

 
 
ODE KANWI 

 
 

KODE UNIT 

 
 

NAMA UNIT 

 
VARIABEL 

TINDAKAN 

PENAGIHAN 

 

 
VARIABEL TINDAK 

LANJUT WP DSPC 

 
VARIABEL 

PENCAIRAN 

WP DSPC 

REALISASI 

TINGKAT 

EFEKTIVIT 

AS 

PENAGIHA 

N 

 
 
TRAJECTORY  TW IV 

CAPAIAN 

TINGKAT 

EFEKTIVITAS 

PENAGIHAN  S.D. 

TW IV 2024 

 
MAX 

CAPAIAN 

120% 

080 021 PRATAMA JAKARTA MENTENG SAT 60.00% 19.20% 35.31% 114.51% 75.00% 152.68% 120.00% 

 
 
 
 
 
 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya. 

 

 
 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 
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Tingkat 

efektivitas 

penagihan 

- 118,58% 112,32% 103,11% 152,68% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 

 
 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Tingkat 

efektivitas 

penagihan 

 
- 

 
- 

 
75% 

 
152,68 % 

 

 
 
 
 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Tingkat efektivitas 

penagihan 

 

- 
 

- 
 

152,68 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
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1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 

 
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100% 100% 

Capaian 0.00 10000.00% 10000.00% 0.00% 0.00% 100% 100% 
 

 
 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, 

upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara 

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong 

kepatuhan WP. 
 

 

Å   Definisi IKU 

"Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan 

analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. 

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan 

pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau 

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case 

Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah 

kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan 

agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat 

informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan." 
 

 

Å   Formula IKU 
 

Reali sasi Penyampaian usu l  Pemeri ksaan  Bukt i Permu laan ke Kantor  Wil ayah  

Target  Penyampaian usu l Pemeri ksaan Bukt i Permu laan ke Kantor  Wil ayah  

 
x100 %
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Å   Realisasi IKU : 
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2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya. 
 

 
 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyampaian 

usul 

Pemeriksaan 

Bukti Permulaan 

- - - - 100,00% 

 

 

3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 

 
 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

penyampaian 

usul 

Pemeriksaan 

Bukti 

Permulaan 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 

100% 

 

 
 
 
 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase 

penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti 

Permulaan 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
100 % 
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IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi 
perpajakan 

 
 
 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 61.99% 101.25% 101.25% 120.00% 120.00% 120% 120% 

Capaian 120.00 120.00 120 120.00 120.00 120 120 
 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
 

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung 

pengambilan keputusan. 
 

Å   Definisi IKU 
 

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data 

potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan 

Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun 

definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut: 
 

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan 
 

 
 

"Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen 

yang meliputi  perencanaan,   pengumpulan,   pengolahan,   dan   penyajian   data 

dan/atau informasi   sehingga   diperoleh   suatu   produk   intelijen   yang   dapat 

digunakan  untuk kepentingan perpajakan. 
 

Kegiatan   Pengamatan   adalah   serangkaian   kegiatan   yang   dilakukan   oleh 

Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan 

dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. 
 

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak yang   memiliki   kemampuan   melakukan   Kegiatan   Pengamatan   dan 

ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. 
 

Kegiatan  Pengamatan  dilakukan  dalam  rangka  mendukung kegiatan  dan/atau 

kepentingan perpajakan yang meliputi: 
 

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi 

Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan 

atau kebenaran  subjek  pajak  atau  Wajib  Pajak,  dan  penunjukan  Wajib  Pajak 

sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya; 
 

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib 

Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian  

atau  penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  pemberian  atau
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penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, 

penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya; 
 

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset 

wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam 

rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya; 
 

4) kegiatan   Pemeriksaan,   yang   bertujuan   untuk   mendukung   kegiatan 

pemeriksaan pajak,  baik  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan 

kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain; 
 

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, 

melengkapi informasi terkait  objekpenilaian kewajaran  usaha  Wajib  Pajak, dan 

sebagainya; 
 

6) kegiatan   Intelijen   Perpajakan   yang   dilakukan   UPKIP   Wilayah,   yang   di 

antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan 

aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas 

sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau 
 

7) kepentingan perpajakan lainnya. 
 

Dalam  rangka memenuhi  standar  umum,  Petugas  Pengamat  harus  memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
 

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan 

pertimbangan Kepala KPP; dan 
 

2) diberikan penugasan  berdasarkan Surat  Perintah  Kegiatan  Pengamatan yang 

diterbitkan oleh Kepala KPP." 
 

Å   Formula IKU 
 

 
1. Persen tase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan 

 

x 100% 

Realisasi Maksimal 120 % 

2. Persen tase penyediaan data potensi perpajakan 

 
x 100% 

Realisasi Maksimal 120 % 
 

 
 

x 100% 
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Å  Realisasi IKU : 
 

 
S.D Q4               
               Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan   (maks 120%)    Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan (Maks. 120%) 

Unsur Penilaian         Unsur Penilaian    Realisasi penyelesaian 5         Jumlah Produksi 1841    Jangka waktu < 3 bulan 1.1 
        

Jumlah Target 680 
   Target setahun 4         Realisasi 270.74%    Realisasi 138% 

             Maks 120%         MAKS 120%     

 
 
 

Unit Kerja Data Objek Data Subjek Jml  Penugasan Per baikan Material Formal Total Proses Gagal NPWP Non NPWP Total Selesai Tepat Waktu Terlambat SP2DK/E  L HP2DK/E  Target Realisasi IK U Trajectory Capaian IK U 

a b c d e f g h=e+f +g i j k l= j +k m n o p q r =m:q s t=r :s 

080 - KANTOR  WI LAYA H DJP JAK ARTA  PUSAT 31.326 24.446 726 305 23 6 334 823 26.347 3.822 30.169 28.837 615 2.378 2.144 11.76 245.21%  100% 120.00%  

 021 - PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU 1.933 1.517 47 2 1 0 3 11 1.828 91 1.919 1.841 3 129 117 680 270.74% 100% 120.00% 

 

 
 
 

2.  Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya. 

 

 
 
Nama IKU 

 

Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

 

Realisasi 

Tahun 2022 

 

Realisasi 

Tahun 2023 

 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

laporan 

pengamatan dan 

penyediaan data 

potensi 

perpajakan 

113,67 % 131,25 % 160,29 % 120% 120% 
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3.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi 
IKU Tahun 2024 

 

 
 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Persentase 

penyelesaian 

laporan 

pengamatan 

dan 

penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

120% 

 

 
 
 
 

4.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Persentase 

penyampaian usul 

Pemeriksaan Bukti 

Permulaan 

 

 
100% 

 

 
- 

 

 
120 % 
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IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 
 

 
 

5.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 400 186,30 186,30 186,30 120 117,49 117,49 

Capaian 120 120 120 120 120 117,49 117,49 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan 

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian 
Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang 
proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan 
berkelanjutan. 

 
Å   Definisi IKU 

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 
Aspek, yaitu: 
1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi 

manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; 
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing 
jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi 
manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. 

2)   Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan 
pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; 

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukut berdasarkan pemenuhan 
standar jam pelajaran pegawai. 

 
Å   Formula IKU 
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Å   Realisasi IKU 

 

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan 
SDM tahun 2024 sebesar  117,49 dari target 100 

 
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
pelaksanaan 
kegiatan 
kebintalan SDM 

- 95,45% 95,45% 100% 117,49 

 

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan 
kebintalan SDM tahun 2024 sudah baik karena telah melampaui target dengan capaian 
117,49.
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6.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
pelaksanaan 
kegiatan kebintalan 
SDM 

 

 
- 

 

 
100 

 

 
- 

 

 
117,49 

 
 
 
 
 

7.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 202 

Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 
pelaksanaan kegiata 
kebintalan SDM 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 
 

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 
 

 
 

1.    Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target - - - 85 85 85 85 

Realisasi - - - 100,00 100,00 96,23 96,23 

Capaian - - - 117,65 117,65 113,21 113,21 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Upaya  perbaikan  organisasi  untuk mencapai  ketangguhan,  responsivitas,  dan 

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian 
Keuangan  melalui  pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  organisasi  yang 
proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan 
berkelanjutan.
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Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Penilaian 
Integritas Unit 

- 96,80 95,09 94,41 96,23 

 

 

 
 

 
Å   Definisi IKU 

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur 
tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden 
eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: 
1. pelayanan perpajakan; 
2. pengawasan kepatuhan; 
3. pemeriksaan pajak; 
4. penagihan pajak. 

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei 
kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan 
perpajakan; Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei 
kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan 
pengawasan kepatuhan perpajakannya; Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil 
penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib 
Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak; Indeks Penagihan Pajak adalah 
hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 
responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka 
pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian: Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5) Investigasi 
pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6) 
Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei 
sesuai keinginan unit (minus 3). Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 
3), survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang 
menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, 
dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. 

 
Å   Formula IKU 

 

 
 

 
 

Å   Realisasi IKU 
 

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sebesar 96,23 dari target 
85 

 

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya
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Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 sudah baik 

karena telah melampaui target dengan capaian 113,21. 
 

 
 
 

2.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Indeks Penilaian 
Integritas Unit 

 
- 

 
- 

 
85 

 
96,23 

 

 

3.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 
 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 202 

Indeks Penilaian 
Integritas Unit 

 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko 
 

 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 23,00 47,00 47,00 70,00 70,00 90,00 90,00 

Realisasi 48,34 49,00 49,00 89,33 89,33 99,70 99,70 

Capaian 120,00 103,57 103,57 120,00 120,00 110,78 110,78 

 

 
Å   Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya  perbaikan  organisasi  untuk mencapai  ketangguhan,  responsivitas,  dan 
fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian 
Keuangan  melalui  pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  organisasi  yang 
proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan 
berkelanjutan. 

 
Å   Definisi IKU 

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  300/KMK.01/2022  tentang 
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
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Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

 

 

 
1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk 

meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
2. Manajemen   kinerja   dilakukan   berdasarkan   prinsip   objektif,   terukur,   akuntabel, 

partisipatif, dan transparan. 
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur 

manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi 
manajemen kinerja. 

4. Klasifikasi  manajemen  kinerja  terdiri  atas  manajemen  kinerja  organisasi,  yakni 
manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan 
organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen 
kinerja  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi,  penugasan  lainnya  sesuai 
kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu. 

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, 
terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas: a. 
Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three; 
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di 

bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three 
dalam  mengelola  kinerja  organisasi  unit  organisasi  yang  dipimpin  oleh  Pejabat 
Administrator  pada  kantor  pelayanan  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Eselon  III  di 
Lingkungan Kementerian Keuangan; dan 

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah 
Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam 
mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 
pada  kantor  pelayanan  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Eselon  III  di  Lingkungan 
Kementerian Keuangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Å  Formula IKU 
 

 
 

Å  Realisasi IKU 
 

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen 
risiko tahun 2024 sebesar 99,70 dari target 90,00 

 
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya
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Indeks efektivitas 
implementasi 
manajemen 
kinerja 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70 

 

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 
manajemen risiko pada tahun 2024 sudah baik karena telah melampaui target dengan 
capaian 110,78. 

 

 
 
 

4.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Indeks efektivitas 

implementasi 

manajemen kinerja 

dan manajemen 

risiko 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

90 

 
 
 

99,70 

 

 
5.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Indeks efektivitas 

implementasi 

manajemen kinerja 

dan manajemen risik 

 

- 

o 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 
 

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan 

pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan 

pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan 

secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam 

lampiran KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses 

Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi 

penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan 

besaran/Level Risiko. Pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan 

Pemantauan  Triwulanan  dengan  format  sesuai  dengan  KMK-300/KMK.01/2022.
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Target 90 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu 99,70% sehingga 

capaiannya 110,78. 

 

Laporan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024 sebagai berikut:
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IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

 

 
 

1.  Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 
 

 

T/R 
 

Q1 
 

Q2 
 

Sm.1 
 

Q3 
 

s.d Q3 
 

Q4 
 

Yearly 

Target 100 100 100 100 100 100 100 

Realisasi 102,07 103,60 103,60 120,00 120,00 120,00 120,00 

Capaian 102,07 103,60 103,60 120,00 120,00 120,00 120,00 

 

Å   Deskripsi Sasaran Strategis 
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan 

keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, 
organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang 
jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan 
keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. 

Å   Definisi IKU 
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan 
anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi 
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. 
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 
ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). 
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: 
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan 
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. 

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan 
persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI 
No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan 
nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang 
Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja 
Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja 
Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan 
Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP 
untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan 
Kehumasan Perpajakan. 

 
Å   Formula IKU 

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 
62 TAHUN 2023 pasal (7). 
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Å   Realisasi IKU 
 

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar 
120 dari target 100. 

 
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 
sebelumnya 

 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Kinerja 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

93,57% 95,84% 95,05% 104,08 120 

 

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 
2024 sudah baik karena telah melampaui target dengan capaian 120.
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2.  Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 
Realisasi IKU Tahun 2024 

 
Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

 

Realisasi 

Indeks Kinerja 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 

 
 

95,5% 

 

 
 

- 

 

 
 

100% 

 

 
 

120 

 

 
3.  Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

 

Nama IKU 
 

Target Tahun 2024 
Standar Nasional 

(APBN) 

 

Realisasi Tahun 2024 

Indeks Kinerja Kualita 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 
 

100 

  
 

120 

 

Implementasi pengelolaan anggaran diukur dari empat komponen, yaitu: 

 
a.  Penyerapan anggaran, mengukur kesesuaian realisasi belanja barang dan belanja 

modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal. 

b.  Keluaran  Riil,  mengukur  pencapaian  keluaran  dibandingkan  dengan  rencana 

keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. 

d.  Konsistensi,  mengukur  keajegan  dalam  pelaksanaan  anggaran  tahun  berjalan 

dengan tahun anggaran sebelumnya. 

e.  Efisiensi,  mengukur  tingkat  pemanfaatan  dan  alokasi  anggaran  semaksimal 

mungkin untuk kegiatan belanja selama tahun berjalan. 

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran realisasinya di tahun 2024 
sebesar 120 dari target 100, sehingga capaiannya 120. 

 
Realisasi Anggaran 

 

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng 

Satu diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui 

Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada 

dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Pagu 

anggaran KPP Pratama Jakarta Menteng Satu pada  Tahun Anggaran 2024  sebesar 

Rp5.280.915.000 yang terealisasi sebesar Rp4.520.313.567 atau 85,60%. Realisasi 

anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional kantor dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai penghimpun penerimaan pajak.
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